FIMPINAN DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSL JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

KOTA SURAKARTA,

¢ n. bahwa berdasarkin ketentuan Pasal 239 Undang -

Undang Nomar 23 Tahun 2014 sebagaimana teiah
diyhah bebernpn knh  terakhir dengan  Undsng-

Undang Nomor 6 tahun 2023 tlentang Penctapan

Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang
Nomor 2 tabun 2022 tentang Cipta Kerjn menjudi
Utidiang-Tindung ayat (1) menyebutkan “Perencanann
penyusunan Perda dilakukan dalam

Pembentukan Perda”, avat (2} “Program Pembentukan
sehagnimana dimaksud pedn ayat (i) disusun oleh
DPRD dan kepala dwerah untuk jangks wakiu |
|satu]  tahun  berdasarkan  skals  priorites
pembentukan  rancangsn  Perda® dan ayal ()
*Program  pembentukon Perda  schagsimann
dimnksud poadn ayt (2] diteiapkan dengan

keputusan DPRD";

bahwa berdasarben pertimbangan  sebagiimana
dimoksud delam bhuwal & maka petlu menetaplan
Keputusan Dewnn Perwaldlan Rskyast Daerah Ko
Summkarta tentang Program Pembentukon Peraturan
Daeruhy Pemorintah Kot Bumkarts Tahun 2024,




Merugngat

Undinig-Undang Nomor 16 Tahun 1950 temang
Pmniumiuhn Daorah-Daerah Kota Hesar delam
Lingkungan Provingi Djawa Timur, Djavwa Tengah,
Dinwa Barat dun Darrah Istimewn Jogjaknria (Berita
Negarit Republik Indoniesia Tahun 1950 Nomor 45)
achagnimana telah divbah dengon Undang- Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentnng Pengubalun Undang-
Undang NR 16 dan 17 Trhun 1950 (Republik
Indonesia Dabiulu) tentang Pembentulan Kotp-Kota
Besar dan Kotn-Kotan Keceil di Jawn;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang
Pembentukan Peraturan Perundang-undungan
(Lemboran Negarn Republik Indonesit Tahun 2011
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Repubhk
indunesin Humnr 5234) sebagaimana diubab terskhir
dﬂqnn Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubabion Kedua atas  Undang-Undang
Noemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundong-undangan  (Lembaran. Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambuhun Lembaran Negars Republik  Indonesia
Nomor &801);

o Undong-Undang  Nomor 23 Tahun 20014 tentang

anarinuhm Daorah (Lembaran Negara Repubiik
Indoriesin Tahun 2014 Nomar 244, Tambahan
Lembarman Negara  Republik Indonesia Nomor
5587 schagaimana  telah dinhah beberaps kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2023 tentang Poenetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti  Undnng-undang Nomor 2 whun 2023
tentang Cipta Kemgan menjadi  Undang Undang
fLembuaran Negam Republik indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indotienln Humﬂr HASG);

- Perojuran Pemenmioh Nomor 12 Tahun 2018 tentong

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Porwakilan
Rakyat Dsemb Provinsi, Kabupmten, Dan Kots
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tumbiahan Lembaran Negars Republik
Indonesin Nomor 6197);




Memperhatikan :

5. Peraturan Pemermiah Nomor 12 Tahun 3019 ientang
Pengeloluan Keunngan Deerah [Lembarsn  Negara
Republik Indongsin Tahun 2019  Nomor 42,
Tambshan Lemburan Negara Republik Indonesia
Nomuor 6323},

6. Permiuran Presuden Nomor 87 Tahun 2014 jontang
Petupyuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tontang Pembentuksn Peraturan
Perundung undangan (Lembarun Negama Repubiik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana
telnh diubah dongun Peraturan Presiden Nomor 76
Tohun 2021 tenmang Perubahan  Atas  Perpturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentamg Petunjuk
Pelaksansan Untang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-
undofigun  [Lemboran Negurn Republik Indonesia
Tahut 2021 Nomor 186);

7. Pemiuran Dewan Perwaldlan Ralomt Dacrah Kota
Surakarta Nomor | Tabun 2020 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakva! Dacrah Kota Surakesria
schagaimand telih diubah dengon Peranmuran Dewan
Perwaldlan  Ralymt Daerah Kot Surskartn Nomor
i Tahup 2021 tentnng Perubaban ates Peraturan
Dewnn Perwakilan Rakyai Dacrah Kotn Suraknrta
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Surakarta;

1. Rapnt Badan Munywwarnbh Dewan Perwakilan Rakyat
Daernh tangeal 24 Oktober 2023,

2. Rapal Paripumi Dewan Perwakilisn Ralkyal Dacrah
Kota Surakarto trpgal 24 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

! Reputusan  Dewan  Perwulolan Rakyar Deernh Ko

Surakerta tentang Program Pembentuksn Peraturan
Datrah  Pemerintah  Kota Surakatrta Tahun 2024
sehagaimuna tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran
Il wung meropuikan bagian  tidak terpisdhkan  drd
Keputusan Dewan Perwalalien Rakyat Daceab i




KEDUA : Progmm Pembentukan Perataran Dasmh  Pemerintah
Kota Surakarta Tphun 2024 schogaimana  dimaksod
pada Diktum KESATU wschagai dasar
pembahasan peraturan dsermh dan merupakan skala
priaritan  umtuk jangka waltu | (setu) tabiun  serta
memulal diftnr Komulatsf Terbukia.

KETIGA : Segnin hinyn yang timbul sebagai akibat dikelunrkannyn
Keputusan ini dibcbankan poda Anggamn Pendapatuh
dan Belanjn Dasrah Kota Surakerta Tahun Angsaran

2014,
KEEMPAT ¢ Keputusan mi berlakn pada tanggal ditetaploan.
X
pada tanggal 24 Qlgober 2023
KETUA DEWAS
Tembusan :
1. Wali Kota Surakarta;

2. Walkil Wali Kota Surnkarta;

3. Sekretaris Decrah Kots Susakana;
4, Inspektur Kote Surnkarta;

5. Arsip




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM  PEMBENTUKAN  PERATURAN  DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

1. SEXRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

_ STATUS DISERTAI uwIT/ _
NO. | JENIB TENRTANG MATERI POKOR  BARU | UBAH | PELAKSANAAR | NA | FENJELABAN | INGTANS! TERKAIT TARGET MET
ATAU PENYAMPALAN

I KETERANGAN
TATA CARA

PENYLIBUNAN

FROGRAM - .

TAHUN
1o | PHRDA | o BERTUKAN b = L0219
| PREATURAN
| BAKHAY . . | I




2

2. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

t!llﬂ‘.!.lﬂ':ﬂ;l&

ETATUS DISERTAl UNIT/
ATAU PENYAMPALAN
4 HETERANGAN
I | PERDA | EENCANA | HETENTUAN UMUM | L. UNDANG- 1. BACHAN HUNUM TAHLIN 202+
FEMBANCGUNAN |2, MAKSUD DAN UNDAND 3. BAFPEDA
INDUSTRI KOTA | TIRILAN NOMIORE 3 3. BADAN PURAT
| SURAKARTA |5 KEWENANGAN TAHUR 2014 STATINTIK
TANUN 2003 - |  PEMERINTAM TENTANU 4 HPRAD
2043 W INGLETR PEMINGUSTR] 5. [INAS
UINCHILILAK AN RETENAOAKERIA
. RPTK 2073 ~ 2043 SEBAGAIMA A
IRLARSARAAN KA TELAN fr. DINAS
PEMHBIAYAAN HEBUKAPA [INCHEUNGAN
FENGAWAZAN AN KAL iUiaaH HiUp
PELAPORAN HEDUP TERAKHIR 7. DINAE
DENGAN PERDAGANDAN
UNDANG - A DEirs
UNDANG
NOMOR 6
TAHUK 2024
TENTANG
PENETAPAN
PERATURAN
FEMERINTAH
PENGOANT]
UNDANG -
UNTIANGE
ROMOR 2
TAHUR 2022
TENTANG




MENIADT
UNDANG -
UNDANG

. PHRATURAN
DAERAH
PROVINGD
JAWA
TENOAH
NOMOR 10
TAHUN 2017
HENCANA
PEMBANCGE
NAN
INBLSTHI
PROVING]
JAWA
TENCIAR
TAHLIN 2017
- 037




3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ETATUS DIBERTAL uNIT/ TARGET
THNTANG MATER! POKOK BARU | UBAH PELAKSANAAN WA | PENJELASAN | [NSTANS] TERKAIT | PENVAMPAIAN
ATAU
FENVELENGOA MUATAN POKOK 9 PERATURAN v 1. BACLAN HLIKLIN TAHUN 2024
RAAN MENGENAY PEMERINTAH 2. IMNAS
KETENTHAMAN, | PHNANDANAN NOMOR 16 PERHLUBLINQAN
KETERTIRAN OANGOUAN TAHUN 01K A [HNAR _
FERLINDUNGAN | KETERTIHAR UMUM SATLAN POLISE 4, IINAS
MASYARAKAT DAN PENECAKAN PAMONG PRAAA KESUDAYAAN
PERATURAN AN PARIWISATA
DAERAF DAN [ATALS 5 DA
FPERATURAN EEPALA PENDIIHRAN
DARERAH f. DINASR
7. DINAZ
LINGRKUNCAN
ue
A, DU
0 [INAR SOMIAL
10, TSP
1 1. BADAN
KESATUAN
HANILSA DAR
POLITIE
12 BAPENDA
13 KECAMATAN
14 KELURAHAN
15 Tt




4. DINAS PERDAGANGAN

i

Nt/ TARGET
PRLAMSANAAN
BEETS INFERTA INBTANSI TERKAIT | PENVAMPAIAN
TENTANG MATER] POXOR
PENJELASAN
RARY | UHAN ATAU
KETERANGAN
AT e I__ BN L
PENGELOLAAN DAN |1 4345, TR . 1, UNDANG- | BAGIAN HUKUM
PEMBERDAYAAN oo : URDANO BIHAD TAHILIN 2024
RUANG
PARAR RAKYAT \ NOMOR 7 DINAS
LINCEDY PERIUBUNTAN
B KEDUDUKAN TAHLIN Hi4
. TENTANO . SATROL PP
P PERUAGANGAN PINAS LINGRUNGAN
B TUGAS SEHACAIMANA HIDUF
TELAH
NAN TANGGLUNC
JAWALY m RALL
W, PENGELOLAAN PILRAH
PASAR TERAKHIR
(PHRENCANAAN DENGAK
efiprsmesin LINDANT -
PARAR LINTIANG
PELAKSANAAN) NOMOR 6
b, FENTGUNAAN TAHUN 2023
PASILITAS TENTAND
I, SISTEM DAN PERATLIRAN
S PEMERINTAH
PEMIFERIAK PENGOANT
s LITIANC] -




&

TATA TERTIH UNDANG
DALAM PalaR NOMOM 2
HAK, TAHUN 2032
KEWANRAN, TENTANG CIPTA
LARANIAN AN WIRIA
BANKS1 MENIAI
B PEMBERDAYA UNDANG —
AN PEMBINAAN, UNDANG
PENIAWASAN, F. FERATURAN
0. KERJASAMA, REOMOR 29
PERAM TAMUN 200 |
MASYARAKAT TENTANG
IL1. PENDAPATAN PENTELENGGA
PABAR RAAN BEIDANG
2. DIGITALISAS) PREGAANGAN
PASAR
08 KETENTUAN
PENYIDIKAN
14, KETENTUAN
FIDANA
5 KETENTUAN

PHHALITEAN
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5, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

. , _ BTATUS DISERTAI NI TARGET
BARL  UBAM ATAL
T | FERDA | RUMAH SESUN | 1) RETENTUAR . |- UNDANO- 1. BAGIAN HUKUM

UMUM ) UNDANG NOMOR 2 DPUFR

2 KEFLIAKAN 20 TAHUN 2011
PIENYELENGOARA TENTANC RIJMAN 2. DPMPTSP
AN RUMAH SUBUN - SUSUN 4. KANTOR

3 JENIS O IR PERTANAHAN
FEMANFAATAN =S . KOTA SURAKARTA
RUMAH SUSUN BERERAPA NALI

4. PEMBIRAAN DIVAH 5. DmAS

6. PENYEDIAAN DHHOAN HiouP

LNDANG -

RUMAH SUBLN UNDANG NOMOR 6. DINAS PEMADAM .

TAZIN RENCANA FERETRNG'
SERTA PENCGOANT
PERGURAHANNYA URDANG -

A STANDAR URDASG NOMOR
BANCGLURAN 2 TAMLUN MI2
RIIMAN SUBLN TENTANG CIPTA

9. PEMMAHAN WERIA MENJAD
RUMAH SUSUN URDANG -

Ho. 5PM RUMAH UNDANG

HUSLN




1. BENTUR DAN TATA

[ CAHA PENERBITAN

SHM SARUSUN

i BENTUK DAN TATA

CARA FENERTUTAN

SKBG SARUSLIN

3 PENGALIMAN,

KRITHERIA DAN

TATA CAlA

PEMEERIAN

KEMUDAMAN

N Y A

SARIISLIN LiNLINE

4. PRNOELOLAAN

RUSUN, MASA

TRANELS DAN

TATH CARA

WY ERANAN

PERTAMA KALI

o PHRIZINAN

r HERLUSAMA

RUSUN

||lﬁ-. PERHIMPUNAK
PEMILIK &
PENGHUN]
SAHLUSLN |
PP

7. PENIRGEATAN
KUALITAS RUMAH
BUBUN

2 PERATIRAN
PEMERINTAN
NOMOR 10

| TAMUN 2021
PFERYELEMGOARS

| AN RUMAI
sUsUN




IR PENGENDALAN
PENYILENGOARA
AN RUMAH SUGLIN
19, BENTUK DAN TATA

MEMBANCGLNAN
RUMAI SUSUN
UMUM DAN
RUMAR SUSUN
MHUSUS SERTA
HANTUAN DAN.
REMUTMHAN
KEPADA
MASYARAKAT
REXDAH
Q0. PEIMAN.
MASYARAKAT
1. PERVELESAIAN
SERGEETA
22, SANKSE
ADMINISTRATHE
4. KETENTUAN
| PERALIAN
4. KETERTUAN
PENUTUFE




6. SERRETARIAT DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH
i | sTaTUS DISERTAI UNIT/
NO. | JENIE TENTANO MATER] PONOK | RARU | UBAN | PELAMBANAAN = MA | PENJELASAN | INSTANS! TERKAIT TAROET
ATAD PENYAMPAIAK
KETERANGAN
L | PERDA | mwAn . v TAHUN 024
7. BADAN PENANGOULANGAN BENCANA DAERAH
T STATUS  FPELAKBANAAN  DIBERTAl UNIT/ TARGET
WO, | JEMIS TENTANG MATER] FOKOK  RARD | UBAH | ' NA | PERJELARAN | INSTANSI TEREAIT | PENYAMPAIAN
' ATAU
1. | PERDA | PENYELENGGAR b PENINGEATAN 4 UNDANG - v T BAG. HUKUM TAHUN M4
AAN PELAYANAN DAN UNDANG NOMUR 2. DINAS SOSIAL
FENANGOGULANG | PRRLINDUNGAN 24 TAHUN 2007 1 DINAS KESEHATAN
AN BITNCANA KA, TENTANG 4, SATFOL P9
MARYARAKAT LN ANCHILILA
DALAM KESLIAKAN NOAN BENCANA
PEMBANGUNAN DI
BihANG
PENANGOULS
NOAN BENCANA
D PENYELENGOARA
AN PENANGOGLILA
NOAN BENCANA
| e
MASYAVAKAT
BIENGAN
| PELIBATAN UNSUR
PENTAHELIK




1

THRBARD METCDE
PENANCANAN
PENGATURAN

. HANKN MDANA




8, BAGIAN PEREKONONMIAN DAN SDA

=

FENYERTAAN
MODAL KEPR LA
PERLUSAKAAN
USMUM DAERAH
PERGUDANGAN

AN ANERA

LHAMA
IFEDIARINCIAN

PENYILHTAAN
"MO0AL

PEMERINTAH
KOTA
SURAKARTA
PALIA
PERLIBAHAAN
LIMLIM DAERAH
FREEOUDANGAN
TIAN ANERA
USaHA
PEDARINGAN

L. PERATURAN

MEMERINTAH
NOMOR 54
TAHUN 2018
MIULIK DDARRAH
2. PEHATILIRAN
DAERAH KOTA
SURAKARTA
MOMOR 12
TAHUN 2019
TENTANG
PENGELILAAN
KEUANUGAN
o

HAGIAN HURUN

. PRERUMDA BANK

TAHUN 224




9. DINAS LINGEUNGAN HIDUP

TAHUN 2022

— o 1 { nmm
NO, | JENIS TENTANG MATIHRI POKOK UBAH PELAKEANAAN | NA | PENJELASAN UNTT INNTANST TARGET
ATAD TEREAIT PENYAMPAIAN
RKETERANGAN
L. | PERDA | FERUBAHAN PENYELARASAN . UNDANG- v |, BAGIAN HLKLIM TAHUN 2004
ATAS SUBSTANS MATER] UNDANG 2. DPMITSR
PERATURAN MENGACU PADA NOMOIR 22 1 DPUPR
DAERAH KOTA | UNDANG ~ UNDANG TAHLIK 2009 4. DINAS
STRAKARTA NOMOR & TAHUR TENTANG PERHUBLNGAN
NOMOR 10 2023 TENTANG PERLINULING
TAHUN JULS PENITAPAN AN DIAN
TENTAND PERATURAN PENOELOLA
PERLINDUNGAN | PEMERINTAH AN
AN PENGGANTI UNDANG LINGEUNGAN
ENGELOLAAN | - UNDAKND NOMOR 2 HIDUP
LINGEUNGAN TAHUN 2022 SEBAGAIMA
HInUp TENTANG CHPTA WA TILAN
KIRIA MENJAD] DILIRAR
LINTIANG -~ UNDANC) DENGAN
SEHTA PEHATUHRAN UNDANG -
PERUNDANG - UNDANG
UNDANGAN M4 NOMUIR £
RAWAHNYA DI TAHUN 040
HIANG TENTANG
LINGKUNGAN HIDUT PENETAPAN
PERATLRAN
PEMERINTAH
PENGOANTI
UNDAK -
UNDANG
HOMGR 2







10. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.

umIY/
INSTANEI TERMAIT

RENTANA

PANLIANTE
BAEMAH KUTA

TAHUN 2035

I GAMBARAN UMUM
KONDIR DAERAH
2 PEHMASSIANAN
18 - psU
ETRATECHS
DATHAH
3. VISI DAN MISI
DAERAW
4. AHAH KEDLIAKAN
DAN SABARAN
POKOK OAERAH

TENTANG

FERENCARA
AN PEMBANG
NAN NAHICINAL

- UNDANG -

UNDANG
MO 23
TAHUN 2014
TENTANG
FEMERINTA

HAN DAKRAN

SERAGAIMANA
TELAH
BEBEEAFA
ALl DHUBAH
TERAKHIR
DENGAN
UNDaNG
NOMOHR &
TAHUN 3023
TENTANG
MRNETAPAN

PERANOEAT DAERAH

TAHUN 2024




PEMERINTAN
PERGGAN'T]

NOMUR 3
TAHUN 2022

| L SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WO.

TENTANG

HTATUR
RARY | URAH

T/

TOLERANEI
WERMASYARAKAT

TAMUN 2024
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12, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BTATUS DISERTAI uwrT/
- . — seavins pokox | EaiE ok Sl s i e .
JEMIE | TENTAW TRRI POKOK | ‘BARL | UBAM | PELAKBANAAN STo PENYAMPAIAN
KETERANGAN
b | PERDA | e oraiian ‘ o TAHUN X4

KETUA DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAL




LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BURAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANC

PROGRAM PEMHENTURAN PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH ROTA SURARKARTA TAHUN 2024
PROGRAM FPEMBENRTUKAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TARGET
TENTANG MATER! POKOK PELANEANAAN PENJELABAN | INSTANS! TERKAIT
HARU | UBAH NA ATAU
KEETERANGAN
| LAPGIRAN ) PERATUHAR 1 TIM ANCHIARAN TAHUN 2023
KEUANCAN PEMERINTAH PEMERINTAH
PEMERINTAM KOTA NOMOR 12 DALRAH
SURAKARTA UNTUK TAHUN 2016
ARGGARAN TENTANG
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
HELANIA DAERAH KEUANOAN
TAHLN ANGOARAN DAERAN
pr 1 ¥ 1 g




1
PESUBANIAN PIERCESERAN v PERATURAN i ‘m'“' v . pIVIE e
ANOOARAN ANGOARAN ANTAR PEMERINTAN g
PENDAPATAN DAN | ORGANISAS], ANTAR NOMOR 12 i
BELANIA DAERAH | UNIT ORGANTSAST, TAHUN 2019
TAHUN ANGOARAN | ANTAR PROGRAM, IEFFERN
2024 ANTAR KEGIATAN, PENGELDLAAN
DAN ANTAR JR8 KEUARGAR
DHELANJA TAMUN DAERAH
ARGOARAN M3
‘ rmmmr_l_ TIN ANCHIARAN TAHLUN 2003
PEMERINTAN PEMERINTAH
NOMOR 12 Shperriii
TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN
KELANGAN




